BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di
Kabupaten Kotawaringin Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
Nomor 2);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 135);

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 79);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin  Barat (Berita ~ Daerah  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin barat.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang
tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Barat.
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Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan merupakan
acuan bagi pemerintah kabupaten dalam penyediaan
pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh warga negara
secara minimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang
selanjutnya disebut PPK-BLUD Puskesmas adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
warga  Kabupaten = Kotawaringin = Barat  sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembayaran yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
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Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan
kesehatan perseorangan.

Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan dasar.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
pemerintahan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut.

Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk
memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan
Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk
meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan industri.



BAB II
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN
URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang
kesehatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
pelayanan sub urusan kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator,
Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan untuk UPTD Puskesmas, meliputi :
a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ;
b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ;

(2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang terdiri atas :
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.

Pelayanan kesehatan ibu bersalin.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir..

Pelayanan kesehatan balita.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

R

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

=

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.

j- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.

[um—

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus).

(3) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama
dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pelayanan gawat darurat.
Pelayanan rawat jalan.
Pelayanan rawat inap.
Persalinan.

o a0 T

Pelayanan laboratorium sederhana.

(4) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada
setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan pada
UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
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BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pemimpin UPTD yang menerapkan PPK-BLUD
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERAPAN

Pasal 6

Pemimpin UPTD yang menerapkan PPK-BLUD menyusun
rencana kerja dan anggaran, target serta upaya dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan
UPTD yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu), disusun dengan menggunakan format
Rencana Bisnis dan Anggaran.

Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan
pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan
mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun Laporan
Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas
setiap tahun

Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT
Puskesmas sebagaimana Ayat (1), guna pembinaan dan
bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM
BLUD UPT Puskesmas.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan teknis UPTD yang menerapkan PPK-BLUD

dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Pembinaan keuangan UPTD yang menerapkan PPK-BLUD

dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD).

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dan

ayat 2(dua), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal.

b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan
Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal.

c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar
Pelayanan Minimal.

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar
Pelayanan Minimal.

e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk
implementasi PPK-BLUD pada UPTD  yang
bersangkutan;

f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran.
g. Pelaksanaan anggaran.
h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai
tugas dan fungsi pengawasan.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu), dapat dilakukan oleh :

a) pengawas internal

b) dewan pengawas.

Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2
(dua) huruf (a), dilaksanakan oleh internal auditor yang
berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPTD.
Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2
(dua) huruf (b), dilaksanakan oleh SKPD dan / atau

Tenaga ahli profesional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.
BUDI SANTOSA
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.
RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

El7

£ Ditandatangani secara elektronik oleh :
BN Kepala Bagian Hukum

| BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP 119760904 200501 1 010
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Lampiran 5
Lampiran 6
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12. Lampiran 12
13. Lampiran 13
14. Lampiran 14
15. Lampiran 15
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®NOA LN

Standar Pelayanan Puskesmas Arut Selatan
Standar Pelayanan Puskesmas Mendawai
Standar Pelayanan Puskesmas Madurejo

Standar Pelayanan Puskesmas Natai Palingkau
Standar Pelayanan Puskesmas Kumpai Batu Atas
Standar Pelayanan Puskesmas Kumai

Standar Pelayanan Puskesmas Teluk Bogam
Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Rangit
Standar Pelayanan Puskesmas Pandu Sanjaya
Standar Pelayanan Puskesmas Pangkalan Lada
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Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

a Kepala Bagian Hukum

) BAMBANG WAHYUSUF,SH

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NIP :19760904 200501 1 010
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